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ABSTRAK :

CATATAN :

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional
kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, bahwa dalam rangka
memberikan landasan hukum dalam pengalokasian anggaran bantuan keuangan
kepada partai Politik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik perlu ditinjau kembali;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.
13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun
2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP
No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38
Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun
2007.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang Perhitungan Bantuan Keuangan; Penganggaran
Dalam APBD; Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Verifikasi
Kelengkapan Administrasi Partai Politik; Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik; Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Sanksi; Ketentuan Peralihan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Oktober 2013
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